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Abstract. This study examines the application of the restorative justice approach in 

handling sexual violence crimes in Indonesia, focusing on its limitations and exploring 

alternative dispute resolution mechanisms that effectively protect victims' rights. As a 

nation of law, Indonesia is obliged to safeguard human rights. However, in practice, the 

current law enforcement system is considered inadequate, with restorative justice often 

applied in minor cases while serious offences, such as rape, are not suitably resolved 

through informal processes. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence explicitly 

mandates that serious sexual violence cases must be processed through formal judicial 

proceedings to ensure substantive justice for victims. This research employs a doctrinal 

legal method with a descriptive approach and library study, analyzing the relevant 

regulations and evaluating the effectiveness of restorative justice in the context of sexual 

violence. The findings indicate that although the restorative approach offers potential for 

recovery, its application is limited by the risk of undermining victims' rights and enabling 

repeated offences. Therefore, alternative dispute resolution mechanisms integrating 

formal judicial processes with mediation efforts are necessary to achieve optimal 

protection and justice for victims. 
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Abstrak. Penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana 

kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan pendekatan tersebut dan 

upaya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna melindungi hak korban. 

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin hak asasi manusia melalui 

perlindungan terhadap korban. Namun, dalam praktiknya, sistem penegakan hukum 

masih dianggap kurang memadai, di mana pendekatan restoratif sering digunakan untuk 
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kasus ringan, sedangkan tindak pidana berat seperti pemerkosaan tidak dapat diselesaikan 

secara informal. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual berat harus diproses 

melalui peradilan formal guna menjamin keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini 

menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif dan studi 

kepustakaan, untuk menganalisis regulasi yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas 

restorative justice dalam konteks kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun pendekatan restoratif memiliki nilai pemulihan, penerapannya terbatas 

karena berisiko mengesampingkan hak korban dan membuka celah kekerasan berulang. 

Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan 

proses peradilan formal dengan upaya mediasi, guna mencapai perlindungan dan keadilan 

optimal bagi korban. 

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Restorative Justice, Tindak Pidana 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara hukum yang mana konsekuensi sebagai negara hukum, 

maka Indonesia wajib menjamin hak asasi manusia warga negaranya (Rokilah, 2019). 

Hak asasi warga negara yang dimaksud khususnya Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan 

bahwa: 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

Pernyataan Pasal tersebut merupakan sebuah prinsip dan konsekuensi bagi Negara, dalam 

memberikan keamanan dan juga kenyamanan terhadap harkat dan martabat setiap 

manusia, khususnya harkat dan martabat perempuan. Harkat dan martabat perempuan 

merupakan suatu hal yang perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap 

emansipasi manusia. 

Namun sayangnya, penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan pada 

saat ini sudah menjadi suatu hal yang dianggap tidak penting. Hal tersebut dikarenakan 

banyaknya pelecehan seksual yang dilakukan kepada perempuan, baik secara verbal 

ataupun non-verbal. Pelecehan Seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung 

seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan 

seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik 



 
 
 
 

   
 Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif 

Penyelesaian 

1996     JCA -  Vol. 1 No. 6 April 2025 

 

 

(Kartika & Najemi, 2020). Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi 

di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan 

tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan 

di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada 

di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak 

asasi manusia yang memiliki dampak mendalam terhadap korban, baik secara fisik, 

psikologis, maupun sosial. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali menimbulkan 

trauma jangka panjang dan stigma yang menghambat proses pemulihan serta reintegrasi 

korban ke dalam masyarakat. Di tengah kompleksitas permasalahan ini, pendekatan 

restorative justice telah diusulkan sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada 

dialog, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, 

penerapan pendekatan tersebut dalam konteks kekerasan seksual menuai berbagai 

tantangan, terutama dalam menjamin keadilan substantif bagi korban. Kritik utama 

terhadap restorative justice adalah bahwa mekanisme tersebut cenderung mengabaikan 

keseimbangan antara hak korban dengan hak pelaku, sehingga potensi pemulihan tidak 

selalu tercapai dan keadilan restoratif sering kali tidak dirasakan secara menyeluruh oleh 

para pihak yang terdampak. 

Selain itu, keterbatasan pendekatan restorative justice dalam menangani kekerasan 

seksual juga diperparah oleh dinamika sosial dan budaya yang kompleks, di mana norma-

norma patriarki dan ketidaksetaraan gender masih kental di masyarakat. Proses mediasi 

yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku 

dapat mengaburkan tanggung jawab pelaku serta mengurangi rasa keadilan yang 

dirasakan korban. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara 

mendalam batasan-batasan restorative justice dalam konteks tindak pidana kekerasan 

seksual, serta menggali alternatif penyelesaian yang lebih sensitif terhadap kebutuhan 

korban dan mampu memberikan efek jera yang efektif bagi pelaku.  

 

 



METODE PENELITIAN 

Penulis kemudian mengacu pada penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian 

yang turut menggunakan suatu metode interpretasi dalam penelitian yang sifatnya adalah 

deskriptif (Hartono, 1994). Adapun jenis data yang digunakan dalam hal ini adalah data 

primer dan juga data sekunder (Ibrahim, 1995). Teknik penelusuran bahan dilakukan 

melalui studi kepustakaan dan internet. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Restorative Justice dan Batasannya Dalam Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual 

Restorative Justice, yang berasal dari kata ‘restore’ (memulihkan) dan ‘justice’ 

(keadilan), merupakan pendekatan penyelesaian kasus pidana yang menitikberatkan pada 

pemulihan kerugian yang dialami korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan 

antara korban dan pelaku melalui dialog dan mediasi, berbeda dengan sistem peradilan 

tradisional yang lebih mengutamakan pemberian hukuman retributif (Ritonga, 2022). Di 

Indonesia, penerapan Restorative Justice memiliki dasar hukum yang kuat, contohnya 

terlihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA), yang mengharuskan penggunaan pendekatan ini untuk kasus pidana yang 

melibatkan anak sebagai pelaku guna memberikan efek pembelajaran dan rehabilitasi 

yang lebih efektif (Sudiman & Watkat, 2023). Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga 

memberikan panduan bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip Restorative Justice, 

terutama pada kasus-kasus ringan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan 

syarat tertentu. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 

yang paling relevan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (TPKS), turut memberikan landasan hukum untuk penerapan 

Restorative Justice dalam konteks perlindungan korban, meskipun dengan batasan yang 

ketat (Ariani, 2014). 

Dalam praktiknya, Restorative Justice diperbolehkan diterapkan pada kasus-kasus 

dengan dampak fisik atau psikis yang ringan, di mana korban dan pelaku dapat mencapai 

kesepakatan melalui mediasi, namun terdapat batasan signifikan ketika menyangkut 



 
 
 
 

   
 Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif 

Penyelesaian 

1998     JCA -  Vol. 1 No. 6 April 2025 

 

 

tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan 

pemerkosaan, memiliki dampak traumatis yang sangat mendalam bagi korban, sehingga 

pendekatan yang hanya berfokus pada mediasi dan pemulihan hubungan antara korban 

dan pelaku seringkali tidak dapat menjamin keadilan yang dirasakan oleh korban 

(Nurisman, 2022). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022, kasus pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual berat tidak boleh 

diselesaikan di luar proses peradilan formal, kecuali dalam kondisi khusus yang 

melibatkan pelaku anak. Hal ini dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual termasuk 

kategori kejahatan berat yang memerlukan penegakan hukum secara tegas guna 

memberikan efek jera serta memastikan bahwa korban mendapatkan hak pemulihan, 

perlindungan, dan dukungan psikologis, sosial, serta hukum secara komprehensif 

(Nurisman, 2022). 

Selain itu, penerapan Restorative Justice dalam kasus kekerasan seksual berisiko 

menimbulkan tekanan tambahan pada korban, terutama jika mereka merasa terpaksa 

untuk berdialog dengan pelaku dalam proses mediasi. Proses tersebut bisa mengakibatkan 

korban merasa kehilangan rasa aman dan keadilan, karena hak-hak korban yang diatur 

dalam UU 12 Tahun 2022 harus diprioritaskan. Dengan demikian, meskipun Restorative 

Justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan, 

penerapannya dalam tindak pidana kekerasan seksual menghadapi keterbatasan serius, 

terutama dalam memastikan bahwa proses penyelesaian tidak mengorbankan hak-hak 

korban dan tetap memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku. Oleh karena itu, perlu 

adanya evaluasi mendalam mengenai batasan dan potensi risiko penerapan Restorative 

Justice dalam kasus kekerasan seksual serta pencarian alternatif penyelesaian yang lebih 

tepat guna melindungi korban dan menegakkan keadilan secara formal sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih 

menjadi tantangan serius karena sistem penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya 

memenuhi harapan keadilan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap aparat penegak hukum, di mana korban seringkali merasa diabaikan 



dan hak-haknya kurang dijamin. Dalam konteks ini, upaya untuk memberikan 

perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual harus dijadikan prioritas, 

terutama karena salah satu prinsip dasar hak asasi manusia adalah memberikan perhatian 

khusus terhadap korban (Siadari dkk, 2019). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, telah 

mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan anak dari segala bentuk 

kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 59A dari undang-undang tersebut 

menekankan pentingnya penanganan cepat, pemberian perawatan medis, dukungan 

psikologis, serta pendampingan selama proses pemulihan, sehingga anak korban 

mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan. 

Selain itu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan jaminan 

perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan 

hukum, psikologis, dan keamanan pribadi selama proses peradilan. Hal ini menunjukkan 

adanya upaya legislatif untuk memastikan bahwa korban tidak hanya dilindungi secara 

fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial (Omar, 2024). Namun, penerapan 

perlindungan hukum ini masih sering menemui kendala dalam praktik, terutama ketika 

penyelesaian perkara kekerasan seksual cenderung mengandalkan pendekatan 

penyelesaian di luar pengadilan seperti Restorative Justice. Pendekatan ini, meskipun 

menawarkan mekanisme dialog dan mediasi yang humanis, pada kenyataannya belum 

mampu mengakomodasi kebutuhan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan 

seksual. 

Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku 

melalui mediasi, namun dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan 

pemerkosaan, pendekatan ini dianggap tidak memadai (Herman dkk, 2024). Dampak 

trauma yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis, menuntut perlindungan dan 

penanganan yang lebih tegas melalui proses peradilan formal. Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tegas menyatakan 

bahwa kasus kekerasan seksual berat tidak boleh diselesaikan di luar proses peradilan, 

kecuali pada kondisi tertentu yang melibatkan pelaku anak. Penerapan Restorative Justice 

dalam kasus seperti ini berpotensi menimbulkan spekulasi bahwa pelaku hanya dapat 
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menyelesaikan kasus melalui ganti rugi, tanpa menerima hukuman yang setimpal, 

sehingga membuka celah bagi kemungkinan kekerasan berulang. 

KESIMPULAN 

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin hak asasi manusia, 

terutama hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, sistem penegakan hukum 

yang ada masih belum sepenuhnya memenuhi harapan keadilan. Pendekatan Restorative 

Justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan melalui mediasi dan dialog, telah 

diusulkan sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan seksual. Namun, dalam 

praktiknya, pendekatan ini menghadapi keterbatasan serius terutama dalam kasus tindak 

pidana berat seperti pemerkosaan, di mana dampak trauma fisik, psikologis, dan sosial 

sangat mendalam. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual, bersama dengan peraturan perlindungan anak dan saksi-korban, 

menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual berat tidak boleh diselesaikan di luar proses 

peradilan formal, sehingga memastikan bahwa hak-hak korban tidak dikompromikan dan 

pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan 

yang optimal, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan proses 

peradilan formal dengan pendekatan pemulihan, tanpa mengorbankan perlindungan dan 

hak-hak korban. 

Saran 

Pndekatan Restorative Justice sebaiknya diterapkan secara selektif pada kasus-

kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan dampak yang lebih ringan dan melibatkan 

pihak-pihak yang sepakat melalui mediasi, misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang 

melibatkan anak sebagai pelaku atau situasi di mana dampak psikologis dapat ditangani 

secara efektif melalui dialog. Namun, implementasi pendekatan tersebut harus dilakukan 

dengan pengawasan yang ketat, agar tidak mengorbankan hak-hak korban. 
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